




A. Teori Penegakan Hukum 
1. Penegakan Hukum 
Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan 
hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai 
kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan 
hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses 
diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan 
diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.5 
Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum 
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 
kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup.6 
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara 
konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana 
merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, 
penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian 
antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut 
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kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang 
dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 
Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah 
hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-
unsur dan aturan-aturan, yaitu:7 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di 
sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 
tersebut. 
2. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia 
a. Kejaksaan 
Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 
kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, 
lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk 
                                                          





kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan 
merupakan bagian dari lembaga yudikatif. 
Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD 
Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan 
peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : 
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam 
undang-undang”. 
 
Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas 
dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP. 
b. Kehakiman 
Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan 
pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi 
definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia.” 
 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan 
KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus 





hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut 
Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 
KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan 
keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya. 
c. Advokat 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu 
pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat 
berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan 
peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud 
dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat 
sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai 
kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum 
dan keadilan. 
d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem 
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.Sistem pemasyarakatan 
merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu 
pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum 





No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan 
narapidana selama menjalani masa pidana.Yang dimaksudkan dalam hal ini 
adalah pidana penjara.Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar 
negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan 
Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab 
meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa 
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa 
narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan 
bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara 
normal. 
e. Kepolisian 
Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut 
Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam 
peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai 





Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai 
pasal 7 KUHAP. 
Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang 
Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah 
sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, 
pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.” 
Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara 
luas.Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, 
penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau 
tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan 
tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan.Ketika 
diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat 
dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. 
Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada 
tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau 
diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat 
penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan 
bukti”.Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan 
dan juga menentukan pelakunya. 
Pasal 1 ayat (1) KUHAP 
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-





Pasal 1 ayat(2) KUHAP 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 
Pasal 1 ayat (4) KUHAP 
“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” 
Pasal 1 ayat(5) KUHAP 
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini.” 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling 
berhubungan; 
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 






d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 
menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi 
tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang 
melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari 
penyelidikannya.8 
KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, 
yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun 
batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik 
POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.9 
Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 
6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik 
pembantu disamping penyidik.10 Untuk mengetahui siapa yang dimaksud 
dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi 
maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal 
tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. 
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Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak 
diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah: 
a. Pejabat Penyidik Polri 
Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai 
penyidik,maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu 
ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 
ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan 
kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan 
Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah 
berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.  
Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan 
antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Pejabat Penyidik Penuh 
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik 
penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan 
pengangkatan, yaitu: 
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; 
b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua 
apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 
yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; 






2) Penyidik Pembantu 
Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu 
adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat 
oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur 
dengan peraturan pemerintah.11 
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik 
pembantu” diatur didalamPasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. 
Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat 
sebagai pejabat penyidik pembantu:12 
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 
b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara 
dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda 
(Golongan II/a); 
c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul 
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.  
3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi 
dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang 
mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang 
telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada 
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salah satu pasal.Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat 
pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut 
dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang 
pidanakhusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang 
disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 
ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan 
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri” 
 
b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan 
sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum.Titik pangkal 
pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka.Dari dialah diperoleh 
keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan 
tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, 
terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus 
ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. 
Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa 
bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang 
dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan 
tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh 





hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai 
diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.13 
Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya 
tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan 
pemeriksaan saksi atau ahli.Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa 
pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan 
perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, 
harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan 
beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses 
Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi 
Drs.Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II 
(Penggolongan) disebutkanbahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam 
rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan 
(Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:14 
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3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara 
a) Pembuatan resume 
b) Penyusunan berkas perkara 
c) Penyerahan berkas perkara 
4) Dukungan Teknis Penyidikan  
5) Administrasi Penyidikan 
6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan. 
Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak 
adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. 
Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan 
kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-
batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar 
hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan 
rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. 
Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi 





Dilihat dalam Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan pada 
tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak 
memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” 
Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “Keterangan 
tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari 
siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.” 
3. Definisi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba 
a. Pengertian 
Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) 
baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan 
ketidaksadaran atau pembiusan.Sedangkan Sylviana15 mendefinisikan 
narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan syaraf otak.Efek narkotika disamping membius dan 
menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi 
(ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant(cocaine).Narkotika 
tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence). 
Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris 
narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.16Narkotika 
berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius 
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sehingga tidak merasakan apa-apa.17Narkotika berasal dari perkataan 
narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan 
dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat 
bius.18 
Soedjono,19 dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika 
sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai 
efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. 
Smith Kline dan French Clinical20 memberikan definisi narkotika 
sebagai berikut :  
Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their 
depressant effect on the central system. Include in this definition are 
opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic 
opiates (meperidin, methadone).  
 
Artinya:  
Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran 
atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi 
susunan pusat saraf.Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk 
jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang 
dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metadon). 
 
Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat 
menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah 
viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan 
efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta 
                                                          
17Dr. Mardani,2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Pidana Nasional, Jakarta, Raja Grafindo, hal 78.  
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menimbulkan adiksi atau kecanduan.21Istilah narkotika yang dikenal di 
Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris Narcotics yang 
berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata Narcosis dalam bahasa 
Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum Narkotika 
diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana 
pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan pusat 
syaraf.22Undang-undang No. 35 Tahun 2009, di Pasal 1 menyebutkan 
narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-undang ini.  
Tindak pidana narkotika adalah merupakan salah satu sebab 
terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan 
pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi 
terhadap masyarakat, generasi muda dan terutama bagi si pengguna zat 
berbahaya sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penjambretan, 
pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap 
keamanan dan lain-lain.Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan 
yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu 
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pengetahuan, dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan seksama. 
Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk 
undang-undang narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan 
dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Pasal 4, sebagai berikut. 
Pengaturan narkotika bertujuan untuk : 
1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tegnologi; 
2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaan Narkotika; 
3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekusor Narkotika; dan 
4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah 
Guna dan pecandu Narkotika. 
b. Jenis-jenis Narkoba 
Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika 
digolongkan menjadi : 
1) Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 






2) Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.  
3) Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan.  
Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 5062, yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain 
sebagai berikut : 
1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  
2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadar morfinnya.  
3) Opium masak terdiri dari :  
a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 





maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan  
b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.  
c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.  
5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 
serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia.  
6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
7) Kokaina, metil ester-1-besoil ekgonina.  
8) Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari 
tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau 
bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.  
c. Penyalahgunaan Narkoba 
Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, maka 
secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan 
narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan 





gunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologi 
(Pathology/ patologi adalah keadaan sakit karena terganggunya jaringan 
fungsi tubuh, pengetahuan tentang perubahan-perubahan fisik dan 
fungsional pada tubuh akibat penyakit).23Sehingga mengakibatkan 
hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa 
kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya 
akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak 
wajar pula, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas 
akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli 
narkotika. Widjono, dkk., mendefinisikan penyalahgunaan narkotika 
sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi 
berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.24 
Sementara itu Gordon membedakan pengertian pengguna, 
penyalahguna, dan pecandu narkoba.Menurutnya, pengguna adalah 
seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, bersenang-
senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar disekitar 
narkoba.Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial 
rekreasional.Penyalahguna, adalah seorang yang mempunyai masalah yang 
secara langsung berhubungan dengan narkoba.Masalah tersebut bisa 
muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spritual. 
Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. 
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Sedangkan pecandu adalah seorang yang sudah mengalami hasrat/ obsesi 
secara mental dan emosional serta fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang 
lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak 
mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan 
kesakitan.25 
Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai 
menurut asas pemanfaatan baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan 
penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat diklasifikasi 
sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi dipergunakan untuk maksud-
maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan tindak pidana narkotika dan atau penyalahgunaan 
narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai 
kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya. Ciri-ciri 
khusus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:26 
1) Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus 
narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin. 
2) Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia 
tanaman ganja dapat tumbuh, tapi konsumennya diseluruh dunia 
sehingga dapat dikirim keluar negeri. 
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3) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar 
tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen 
tertangkap akan sulit mengetahui pengedarnya, demikian pula 
sebaliknya. 
4) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan 
narkotika pelaporannya sangat minim. 
Jadi pengertian penyalahgunaan Narkotika yang dimaksudkan ini 
adalah seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika Pasal 1 butir 15, yaitu orang yang menggunakan 
narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dan kemudian dipersempit lagi 
kedalam penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang 
digunakan untuk konsumsi terhadap diri sendiri, dan penyalahgunaan 
narkotika seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) :  
1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun; 
2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun; dan 
3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun. 
4. Definisi kekerasan 
Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, berarti sifat atau 





dipakai orang Indonesia, disebut ”violence”. Istilah violence berasal dari dua 
kata bahasa Latin : vis yang berarti daya atau kekuatan; dan latus (bentuk 
perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara 
harafiah, violence berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan. 
Pengertian mengenai kekerasan dibahas oleh Johan Galtung27 yang 
menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan sumber-sumber 
daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh 
sekelompok orang tertentu. Yang menjadi fokus dalam definisi tersebut adalah 
”sekelompok orang”. Ketika berbicara dalam konteks patriarkhi, maka yang 
dapat diartikan dengan ”sekelompok orang” tersebut adalah sekelompok orang 
yang berorietasi pada keuntungan laki-laki.  
Selain itu, Galtung menyebutkan kekerasan dapat berbentuk sebagai 
kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi 
bersamaan.Dalam uraiannya, Galtung menyebutkan bahwa sasaran dalam 
kekerasan fisik adalah tubuh manusia.Sedangkan kekerasan psikologis 
berkaitan dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat 
pada meminimalisasi kemampuan mental dan otak. 
Dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke 
dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. 
a. Kekerasan langsung (direct violent) adalah suatu bentuk kekerasan yang 
dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau 
                                                          






dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti 
melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan 
memperkosa. 
b. Kekerasan tidak langsung (indirect violent) adalah suatu bentuk kekerasan 
yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk 
kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, 
meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, 
memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya. 
c. Kekerasan Represif. Kekerasan represif berkaitan dengan pencabuatan hak-
hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari 
kesakitan atau penderitaan. Oleh karena itu, di dalamnya termasuk 
pelanggaran hak-hak asasi manusia, meskipun secara langsung atau tidak 
langsung, tidak membahayakan kehidupan manusia. Kekerasan represif 
terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial.Hak-
hak sipil yang pokok adalah kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan 
berorganisasi dan berpergerakan, privasi, kesamaan di depan hukum dan hak 
untuk berusaha secara adil. Hak-hak politik mengacu pada tingkat partisipasi 
masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik di suatu daerah atau 
negara (hak untuk bersuara, mengikuti pemilihan umum, kebebasan 
berkumpul dan berorganisasi atau partai, kebebasan berbicara dan 
berpendapat, dan kebebasan pers). Sedangkan jaminan terhadap hak-hak 
sosial diberikan untuk melindungi dari kekerasan represif yang paling sering 





larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh, atau larangan untuk 
melakukan mogok kerja. 
d. Kekerasan Alienatif Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak 
individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), 
budaya atau intelektual (rights emotional, kurtural, or intellectual growth). 
Pentingnya mendefinisikan dan memasukan hak-hak asasi manusia yang 
demikian kedalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan 
bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan non material. Kepuasan kerja, kesempatan untuk terlibat dalam 
kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak-anak dan kasih sayang, rasa 
kepemilikan secara sosial atau identitas budaya adalah contoh-contoh hak 
asasi tersebut di atas yang dimungkinkan untuk dilanggar, secara sengaja 
atau tidak. 
5. Larangan Seorang Penyidik Ketika melakukan Penyidikan 
Didalam pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam 
melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang: 
a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk 
mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; 
b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan 
di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; 
c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; 






e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau 
memutarbalikkan kebenaran; 
f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang 
berperkara; 
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau 
terperiksa, petugas dilarang: 
a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat 
hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa; 
b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga 
merugikan pihak terperiksa; 
c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada 
awal pemeriksaan; 
d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan; 
e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara 
membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa; 
f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan 
pemeriksaan; 
g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak 
terperiksa; 
h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau 






i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya; 
j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk 
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan 
hak-hak yang diperiksa; 
k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat 
hukum dan tanpa alasan yang sah; 
l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, 
melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alas an 
yang sah; 
m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian 
keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang 
menyimpang dari tujuan pemeriksaan; 
n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan 
untuk diperiksa; 
o. Menghalang-halangi penasehat huku m untuk memberi bantuan hukum 
kepada saksi/tersangka yang diperiksa; 
p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum; 
q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa 
dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan 
r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang 





Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri disebutkan etika pengabdian 
Polri antara lain: 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri 
dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan 
organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa : 
a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; 
b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas: 
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; 
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan; 
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; 
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; 
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan 
anak-anak dibawah umum; 
h. Merendahkan harkat dan martabat manusia. 
